
I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 teotang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 temang Cipta Kerja Meojadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahuo 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 teruang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024, perlu rnenetapkan Peraruran Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aoggaran 2024; 
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Pemerintahan Daereh. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupatl 
penyelenggara pcmerintahe.n daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bu pa Li adalah Bupati Kudus, 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRO adalah lernbaga perwakilan re.kyat Daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

sebagai unsur 
yang mernimpin 

yang menjadi 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 
2. Pemerlnt.a.ban Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pernerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah rnenurui azas otonomi dan 
tugas pernbanruan dcngan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2024. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nornor 249); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 
2023 rcntang Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3). 
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Pasal 2 
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 
Pembiayaan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah sernua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bcrslh dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan rnaupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Penerimaan Daer-ab adalah uang yang masuk ke kas 
Dae rah. 

11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Daerah. 

12. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistern yang diterapkan oleh satuan kerja 
pcrangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat 
daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mernpunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 
sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada umumnya. 

13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkal BMD 
adalah sernua barang yang dlbeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
Pegawai ASN adaJah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkal oleh 
pejabat pernbina kepegawaian dan diserahi rugas dalam 
suatu Jabalan pemerintaban atau diserahl tugas Negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraruran perundang 
undangan. 

15. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
bcsar modalnya climiliki oleh Daerah. 
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Pasal 4 

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana 
dimaksud daJarn Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp438.526.613.000,00 [empat ratus tiga puluh delapan 
miliar Iirna ratus dua pulub enarn [uta enarn ratus tiga 
belas ribu rupiah) yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 
dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp 181.448.112.000,00 (seratus 
delapan puluh satu miliar ernpar ratus empat puluh 
delapan juta seratus dua belas ribu rupiah). 

(3) Retribusi Dacrah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp229.537.647.000,00 
(dua ratus dua puJuh scmbilan miliar lima ratus tiga 
puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu 
rupiah). 

(4) Hasil Perigelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisah.k:an sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
direncanakan sebesar RpS.229.035.000,00 (delapan 
miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh Hrna 
ribu rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp 19 .311.819 .000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus 
sebelas juta delapan ratus sernbilan belas ribu rupiah). 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp2.045.829.397 .742,00 (dua triliun 
ernpat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan 
juta tiga ratus sembilan pulub tujuh ribu tujuh rarus empat 
puluh dua rupiah) yang bcrsumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 
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(3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp8.229.035.000,00 
(delapan rniliar dua raius dua puluh sembilan juta tiga 
puluh lima ribu rupiah) yaitu dari Bagian Laba yang 
Dibagikan kepada Pernerintah Dacrah (Dividen) atas 
Penyertaan ModaJ pada BUMDJ. 

Rp2 l0.664.289.000,00; 

Rpl 5.449.052.000,00; 
Rp3.424.306.000,00. 

a. Retribusi Jasa Umum 
b. Retribuai Jasa Usaha 

c. Retribusi Perizinan 
Tertentu 

Rp40.000.000.000,00. J· Bea Pcrolehan Hak Alas 
Tanah dan Bangunan 
(BPI-ITB) 

(2) Anggaran Retrlbusi Daerah sebagaim.ana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp229.537.647.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan 
rniliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat 
puJuh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas: 

a. Pajak Hotel Rp4.000.000.000,00; 

b. Pajak Restoran Rpl 7.939.112.000,00; 

c. Pajak Hiburan Rp500.000.000,00; 

d. Pajak Reklame Rp3.600.000.000,00; 

e. Pajak Penerangan Jalan Rp68.000.000.000,00; 

f. Pajak Parkir Rp300.000.000,00; 

g. Pajak Air Tanah Rp4.600.000.000,00; 

h. Pajak Sarang Burung Rp9.000.000,00; 
Walet 

i. Pajak Bumi dan Rp42.500.000.000,00; 
Bangunan Perdcsaan 
dan Perkotaan (PBBP2) 

Pasal5 

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl8 l.448. ll 2.000,00 (seratus delapan pulub satu miliar 
empat ratus ernpat puluh delapan [uta seratus dua belas 
ribu rupiah] yang terdiri atas: 
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Rpl .254.615.147. 742,00; a. Dana Perlmbangan 

Pasal 7 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemeriotah Pusat 
sebagaimana d.imaksud dalaro Pasal 6 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rpl.397.605.285.742,00 (satu 
triliun tiga ratus sernbilan puluh tujuh miliar enam 
ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh 
rarus ernpat puluh dua rupiah) yang terdiri atas: 

Pasal6 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b ctirencaoakao sebesar 
Rpl.607.302.784.742,00 (satu triliun enam ratus tujuh 
rniliar tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh 
ernpat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang 
terdiri alas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.397.605.285.742,00 [saiu triliun tiga rarus sembilan 
puluh tujuh millar enam ratus Iirna jut.a dua ratus 
delapan puluh Lima rlbu tujuh ratus empat puluh dua 
rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp209.697.499.000,00 (dua ratus sernbilan rniliar enarn 
ratus sembilan puluh rujuh juta empal ratus sembilan 
puluh sembilan ribu rupiah). 

Rp4.000.000.000,00; 
Rpl 2.534.180.000,00. d. Pendapatan Bunga 

Rp2.697.639.000,00; 

RpS0.000.000,00; a. Hasil Penjualan BMD yang 
Tidak Dipisahkan 

b. Hasil Pemanfaatan BMD 
yang Tidak Dipisahkan 

c. Jasa Giro 

(4) Anggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat ( 1) huruI d 
direncanakan sebesar Rpl9.311.819.000,00 (scmbilan 
belas miliar tiga ratus sebelas jiua delapan rarus 
sernbilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas: 
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Pasal 9 

(I) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.627.618.970.807,00 (satu triliun enam ratus dua 
puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta 
sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh 
rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang clan Jasa; 
c. Belanja Hibah; dao 

d. Belanja Banruan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a direncanakan sebesar Rp923.947.153.777,00 
(sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus 
ernpat puluh tujuh juta seratus Tuna puluh tiga ribu 
tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp610.930.754.630,00 (enam rarus sepuluh miliar 
sembilan ratus tiga puluh juta tujuh rarus lima puluh 
cmpat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). 

Pasal 8 

Anggaran Belanja Dacrah tahun anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp2.198.060.695.742,00 [dua triliun 
seratus scmbilan puluh delapan rniliar enam puluh juta 
enam ratus sernbilan puluh lima ribu tujuh ratus ernpat 
pulub dua rupiah} yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 

b, Belanja Modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; clan 

d. Belanja Transfer. 

(2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp209.697.499.000,00 (dua ratus 
sembilan miliar enam ratus sernbilan puluh tujuh juta 
empat rarus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu 
dari Pendapatan Bagi Hasil. 

Rp 134.545.491.000,00; 

RpS.444.64 7 .000 ,00. 

b. Dana Desa 

c. lnsentif Fiskal 
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Rp95.559.548.9 l l,OO; 
Rp273.082. 991.668,00; 

a. Belanja Barang 

b. Belanja Jasa 

(2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp6!0.930.754.630,00 (enam ratus sepuluh 
miliar sernbilan ratus tiga puluh juta tujub ratus Lima 
puluh empat ribu enarn ratus tiga puluh rupiah) yang 
tcrdiri atas: 

Rp83. 903 .804 .000, 00. 

Rpl.121.187.000,00; 

Rp2.167. !22.000,00; 

Rp36.829.504.000,00; 

Rp 154.641.185.810,00; 

RplSS.951.908.000,00; 

Rp489.332.442.967,00; a. Belanja Gaji dan 
Tunjangan ASN 

b. Belanja Tambahan 
Penghasilan ASN 

c. Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan 
Pe.rtimbangan Objektif 
Lainnya ASN 

d. Belanja Gaji dan 
1'unjangan DPRD 

e. Belanja Gajl dan 
1'unjangan Bupati/ 
Wakil Bupati 

C. Belanja Penerimaan 
Lainnya Pimpinan 
DPRD serta Bupati/ 
Wakil Bupati 

g. Belanja Pegawai BLUD 

Pasal 10 

( l) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp923.947.!53.777,00 (sembilan ratus dua puluh tiga 
miliar sembilan rarus empat pulub tujuh juta seratus 
Ii.ma puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 
rupiah) yang terdiri atas: 

(4) Belanja Hibah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp90.379.812.400,00 
(sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh pulub sembilan 
juta delapan ratus due betas ribu ernpat ratus rupiah). 

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagairnana dlmaksud pada 
ayat (I) huruf d direncanakan sebesar 
Rp2.361.250.000,00 (dua miliar tiga ratus cnam puluh 
saru ju ta due ratus lirna puluh ribu rupiah). 
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Rp396.000.000,00. 

Rpl.965.250.000,00; 

Rp2.356.035.000,00. 

Rp5 i. 959.084.000,00; 

Rp36.064.693.400,00; 

a. Belanja Bantuan Sosial 
kepada lndividu 

b. Belanja Bantuan Sosial 
kepada Kelompok 
Masyarakat 

a. Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Pusat 

b. Belanja Hibah kepada 
Badan, Lcmbaga, 
Organisasi 
Kemasyarakatan yang 
Berbadan Hukum 
Indonesia 

c. Belanja Hibah Bantuan 
Keuangan kepada Partai 
Politik 

(4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayai (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp2.361.250.000,00 (dua miliar Liga ratus enam 
puluh satu juta dua ratus Lima puluh ribu rupiah) yang 
terdiri atas: 

(3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp90.379.812.400,00 (sembilan puluh rniliar tiga ratus 
tujuh puluh sernbilan juta delapan rarus dua belas ribu 
empat ratus rupiah) yang terdiri atas: 

Rpl04.012.520.000,00. 

Rpl 1.617 .521.000,00; 

RplS.957.780.000,00; 

Rp25.067 .917.051,00; 

Rp39.807.475.500,00; 

Rp45.825.000.500,00; 

c. Belanja Pemcliharaan 

d. Belanja Perjalanan Dinas 

e. Belanja Uang dan/atau 
Jasa untuk Diberikan 
kepada Pihak Ketiga 
/ Pihak Lain I Masyarakat 

r. Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Operasional 
Sekolah 

g. Belanja Barang dan Jasa 
BOK Puskesmas 

h. Belanja Barang dan Jasa 
BLUD 
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Pasal 12 
(!) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp87 .306.055. 794,00 (delapan 
puluh tujuh miliar tiga rarus enam juta lima puluh lima 
ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang 
terdiri atas: 

Pasal 1 l 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b clirencanakan sebesar 
Rp264.326.594.707,00 (dua ratus enam puluh empat 
miliar tiga ratus dua puluh enam juta Iima ratus 
sernbilan puluh ernpai ribu tujuh rarus tujuh rupiah) 
yang tcrdiri atas: 
a. Belanja Modal Peralatan dan Mcsin; 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi; 
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

e. Belanja Modal Aset Lainnya. 
(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruI b direncanakan sebesar 
Rp87.306.055.794,00 (delapan puluh tujuh rniliar tiga 
ratus enarn juta lima puluh Lima ribu tujuh ratus 
sembilan puluh empat rupiah). 

(3) Belanja Modal Oedung dan Bangunan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar 
Rp92.492.036.397,00 (sembilan puluh dua rniliar empat 
rarus sernbilan puluh dua juta tiga puluh cnam ribu tiga 
ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagalrnana 
dirnaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar 
Rp83. 854. I 74.516,00 (delapan puluh tiga miliar delapan 
ratus lirna puluh empat juta seratus tujuh puluh empat 
ribu lima ratus enam belas rupiah). 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp87.240.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus 
empat puluh ribu rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hwuf f direncanakan sebesar 
Rp587.088.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta 
delapan puluh delapan ribu rupiah). 
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Rp3. l J 5.540.000,00. 

Rpl.859.814.000,00; 

Rp 148.056.000,00; 

RpS.643.307.000,00. 

Rp65. 783.820,00; 

Rp2. 740.225.000,00; 

Rp95.4 l8.000,00 

Rp6.204.650.180,00; 

Rp 1.656.697 .500,00; 

Rp37.077.327.742,00; 

Rp2.8 l l.7 l6.000,00; 

Rp9 .371.703.852,00; 

Rp76.407.300,00: 

Rp554.470.000,00; 

Rp7.785.l l 7.000,00; 

Rp 10.223.232.400,00; 

c, Belanja Modal Tugu 
Titik Kontrol/ Pasti 

d. Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan BLVD 

b. Belanja Modal 
Monumen 

e. Belanja Modal Alat Kantor 
dan Rumah Tangga 

r. Belanja Modal Alat 
Studio, Komunikasi, dan 
Pernancar 

a. Belanja Modal Alat Besar 

b. Belanja Modal Alat 
Angkutan 

c. Belanja Modal Alat 
Bengkel dan Alar Ukur 

d. Belanja Modal Alat 
Pertanian 
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g. Belanja Modal Alat 
Kedokteran clan 
Keschatan 

h. Belanja Modal Alat 
Laboratorium 

1. Belanja Modal Komputer 
j. Belanja Modal Alat 

Keselamatan Kerja 
k. Belanja Modal Rambu 

Rambu 

I. Belanja Modal Peralatan 
Olahraga 

m. Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin BLUD 

(2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 11 ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp92.492.036.397,00 (sembilan 
puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta 
tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh 
rupiah) yang terdlri atas: 

a. Belanja Modal Rp87.368.626.397,00; 
Bangunan Gedung 



Pasal l 3 
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar 
Rp4.777.643.228,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh pulub 
tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua 
puluh delapan rupiah). 

Rp4.500.000,00. 

Rp82. 740.000,00; a. Belanja Modal Bahan 
Perpustakaan 

b. Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya BLUD 

(5) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l) huruf f direncanakan 
sebesar Rp587.088.000,00 (Lima ratus delapan puluh 
tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah} yaitu dari 
Belanja Modal Aset Lalnnya-Aset Tidak Berwujud. 

(4) Anggaran Belanja Modal Asel Tetap Lalnnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (J) huruf e 
direncanakan sebesar Rp87.240.000,00 (delapan puluh 
rujuh juta dua ratus ernpat puluh ribu rupiah} yang 
terdiri atas: 

b. Belanja Modal Bangunan Rp2 l.671.180.953,00; 
Afr 

c. Belanja Modal lnstalasi Rp3.585.000.000,00; 
d. Belanja Modal Jaringan Rp 18.376.116.000,00; 
e. Belanja Modal Jalan, Rp 1.325.000.000,00. 

Jaringan, dan Irigasi 
BLUD 

(3) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) buruf d 
direncanakan sebesar Rp83.854. l 74.516,00 (delapan 
puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empal juta 
seratus rujuh puluh ernpat ribu lirna ratus enam betas 
rupiah} yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jalan dan Rp38.896.877.563,00; 
Jcmbatan 
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Pasal 16 
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp J 52.231.298.000,00 (seratus lime 
puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua rams 
sernbilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas: 

Rp2.853.298.000,00. 

Rpl8.144 .812.000,00; a. Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah kepada 
Pemerintahan Desa 

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah Kabupaten kepada 
Pemerintah Desa 

(2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp280.339.377.000,00 (Dua ratus delapan puluh 
miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh 
pulub tujuh ribu rupiah) yaitu Belanja Bantuan 
Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa. 

Pasal 15 

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp20.998. l 10.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus 
sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) 
yang terdiri atas: 

Pasal 14 
( 1) Anggaran Belanja Transfer sebagairnana dirnaksud 

dalam PasaJ 8 huruf d direncanakan sebesar 
Rp301.337.487.000,00 (tiga ratus saru miliar tiga rarus 
tiga puluh tujuh juta ernpat ratus delapan puluh tujuh 
ribu rupiah) yang terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) 
huruf a direncanakan sebesar Rp20.998.110.000,00 (dua 
puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta 
seratus sepulub ribu rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp280.339.377.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar 
liga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh 
tujuh ribu rupiah). 
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Pasal 21 
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 2, tercanrurn dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

Pasal 20 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan 
Anggaran Belanja Daerah mengakibarkan terjadinya 
defisit sebesar Rpl 52.231.298.000,00 (seratus lima puluh 
dua rniliar dua ratus tiga puluh satu juta dua rarus 
sembilan puluh delapan ribu rupiah). 

(2) Pembiayaan neuo yang merupakan selisih penerimaan 
pernbiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar Rpl52.23 I .298.000,00 (seratus 
Irma puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua 
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). 

Pasal 19 
Anggaran Sisa Lebi.h Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 
Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (not rupiah). 

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga rniliar rupiah) yaitu dari Penyertaan 
Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah. 

Pasal 18 

Pasal 17 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 16 huruf a clirencanakan sebesar 
RplSS.231.298.000,00 (serarus lima pulub lima rnlliar dua 
ratus tiga puluh satu juta dua ratus sernbilan puluh delapan 
ribu rupiah] yaitu dari Sise Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelurnnya. 

a. Penerimaan pembiayaan; 

b. Pengeluaran pembiayaan; dan 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 
Berkenaan (SILPA) 
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g. Lampiran Vil Rincian Dana Otonomi Kbusus Menurut 
Urusan Pemerlntahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Larnpiran vm Rincian DBH-SDA Pertarnbangan 
Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas 
Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Bclanja 
dan Pcmbiayaan; 

1. Lampiran rx Rincian Dana Tambahan lnfrasruktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat 
umum dan bersifat khusus serta SKPD 
Pemberi Banruan Keuangan; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerirna, Alamat dan 
Besaran Belanja Bagi Hasil; 

e. Lampiran V 

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasl 
menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pernbiayaan; 

b. Lampiran II Rincian APBO menurut Urusan 
Pemerintahan Oaerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelornpok, Jenis Pendapaian, Belanja, 
dan Pernbiayaan; 

c. Larnpiran 111 Daflar Narna Penerima, Alamat Penerima 
dan Besaran Alokasi Hibah serta SKPD 
Pernberi Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Bantuan Sosi.al serta 
SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 
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1' SUBEKTI 

PATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 71 

" . \ 

Diundangkan cli Kudus, 

pada tanggal 22 Desember 2023 

AT! KUDUS, 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 22 Dcsember 2023 

Pasal 23 
Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kudus. 

Pasal 22 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan dalam Rancangan Perda 
ientaog APBD dan Ranca.ngan Perkada 
tentang Penjabaran APBD. 

Lampiran x j. 
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